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RINGKASAN
DISPARITAS PIDANA DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Oleh: I Nyoman Denny Anggaradinatha
PembimbingI : H. Fatahullah
Pembimbing II : Abdul Hamid
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada di tangan semua warga negara. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, pelanggar hukum juga semakin banyak, demikian pula bentuk dan jenis tindak pidana semakin meningkat seperti tindak pidana pembunuhan. Dalam suatu putusan pengadilan kasus tindak pidana pembunuhan sudah jelas diatur dalam undang-undang mengenai jenis pembunuhan, sehingga akan ada perbedaan penjatuhan pidana dalam suatu putusan pengadilan mengenai kasus pembunuhan. Namun terkadang, dalam kasus yang sama terhadap pembunuhan dengan pelaku yang berbeda tapi dijatuhkan sanksi pidana yang berbeda-beda. Hal ini disebut dengan disparitas dalam penjatuhan putusan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam putusan delik pembunuhan adalah : Faktor ketentuan perundang-undangan dimana secara teoritis Hukum Pidana kita hanya mengenal apa yang disebut dengan pidana minimal umum, pidana maksimal umum, dan pidana maksimal khusus. Hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan putusan dalam batasan-batasan ini. Hal mana yang menjadi salah satu penyebab utama timbulnya disparitas pidana. Faktor selanjutnya adalah faktor rasa keadilan hakim, kebebasan dan indepedensi hakim sesuai dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam hal ini memegang peranan penting. Disamping itu juga, faktor-faktor yang bersumber pada diri hakim sendiri, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Disparitas dalam pemidanaan sulit untuk di hilangkan, tapi dapat dikurangi atau diminimalisir dalam penerapannya. Hakim berperan penting dalam hal ini melaui pandangan-pandangan ahli tentang disparitas ini serta berdasarkan rasa keadilan dan keyakinan hakim itu sendiri.


